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ABSTRAK 

Rasyid,Sulaiman. 2020. Kejahatan Perikanan di Perairan Indonesia dalam 

Perspektif Kejahatan Transnasional Terorganisir. Skripsi Bagian Pidana. Fakultas 

Hukum Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing : Sonny 

Saptoadjie,S.H.,M.Hum. 

Kata Kunci : Kejahatan Perikanan; Perairan Indonesia; Transnational 

Organized Crime. 

 Melimpahnya sumber daya perikanan di perairan Indonesia membuat 

Indonesia menjadi target kejahatan di bidang perikanan, hal ini berdampak bagi 

kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia khususnya Nelayan lokal, 

pemerintah terus berusaha untuk mendorong kejahatan perikanan ini diakui 

kedalam jenis kejahatan transnasional terorganisir, sehingga dalam pemberantasan 

kejahatan perikanan ini menjadi mudah karena adanya komitmen antar negara-

negara di dunia dalam memberantas kejahatan transnasional terorganisir. 

 Permasalahan yang dikaji adalah (1) Bagaimanakah Pengaturan Kejahatan 

Perikanan yang terjadi di wilayah Perairan Indonesia dalam perspektif kejahatan 

transnasional terorganisir? (2) Bagaimanakah Penentuan Yurisdiksi Kejahatan 

Perikanan berdasarkan United Nations Convention Against Transnational 

Organized Crime (UNTOC) Tahun 2000? Metode Penelitian yang penulis 

gunakan yaitu metode penelitian hukum normatif, Metode ini digunakan untuk 

meneliti hukum dalam perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah 

norma hukum. Pendekatan penelitiannya yaitu pendekatan perundang-undangan, 

pendekatan konseptual, dan menggunakan teori penentuan tempat terjadinya 

tindak pidana (Locus delicti) dalam menentukan yurisdiksi kejahatan perikanan. 

 Hasil Penelitian menunjukan bahwa (1) Regulasi yang terkait dengan 

Kejahatan Perikanan baik materiil dan formil dalam perundang-undangan 

Indonesia telah diatur menurut perspektif kejahatan transnasional terorganisir 

namun, undang-undang perikanan saat ini belum mencakup seluruh kejahatan 

perikanan yang ada. (2) dalam hal penentuan yurisdiksi kejahatan perikanan yang 

terjadi di wilayah negara yang melibatkan beberapa negara pihak,para negara 

pihak harus membentuk badan penyelidikan bersama. 

 Simpulan dari Penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang 

dimiliki oleh Indonesia terkait Kejahatan Perikanan belum mencakup segala aspek 

kejahatan yang terjadi di bidang perikanan dan terkait penentuan yurisdiksi 

kejahatan perikanan pemerintah Indonesia sudah menerapkan yurisdiksinya 

berdasarkan ketentuan konvensi kejahatan transnasional terorganisir dengan saling 

bekerja sama dengan negara pihak lainnya. Adapun upaya untuk mengatasi 

masalah kejahatan perikanan yaitu dengan memperbaharui undang-undang 

perikanan dengan menjadikan konvensi UNTOC yang telah diratifikasi sebagai 

pedoman dalam pemberantasan kejahatan perikanan yang berdimensi 

transnasional ini, dalam hal penentuan yurisdiksi pemerintah Indonesia harus 

memperhatikan tempat terjadinya kejahatan dan memperhatikan penerapan 

instrumen hukum Nasional dan Internasional yang berlaku. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia sebagai negara kepulauan adalah salah satu negara yang 

memiliki kepulauan terbesar dan terbanyak di dunia yang terdiri atas 17.508 

pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 Km dan luas sekitar 3.1 juta 

km² (0,3 Juta km² perairan territorial dan 2,8 juta km² perairan nusantara) 

atau 62% dari luas teritorialnya. Perairan laut yang luas dan kaya akan jenis-

jenis maupun potensi perikanannya, dimana potensi perikanan bidang 

penangkapan 6,4 juta ton/tahun, potensi perikanan umum sebesar 305.650 

ton/tahun serta potensi kelautan kurang lebih 4 miliar USD/tahun. Produk 

perikanan tangkap di Indonesia pada tahun 2007 adalah 4.924.430 ton 

(Supriadi dan Alimuddin, 2011: 1-2). Pentingnya laut dalam  hubungan 

antarbangsa menyebabkan pentingnya pula arti hukum laut internasional, 

tujuan hukum ini adalah untuk mengatur kegunaan rangkap dari laut, yaitu 

sebagai jalan raya dan sumber kekayaan serta sumber tenaga.karena laut 

hanya dapat dimanfaatkan dengan kendaraan khusus, yaitu kapal-

kapal,hukum lautpun harus menetapkan pula status kapal-kapal tersebut. 

Disamping itu, hukum laut juga harus mengatur kompetisi antara negara-

negara dalam mencari dan menggunakan kekayaan yang diberikan laut, 

terutama sekali antara negara maju dan negara berkembang (Mauna, 2013 : 

307).  



2 
 

 
 

Potensi yang dimiliki Indonesia tersebut merupakan suatu peluang dan 

potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk kemajuan perekonomian 

Indonesia, serta sebagai tulang punggung pembangunan nasional (Jaya, 

2016:2). Melimpahnya sumber daya perikanan di perairan laut Indonesia 

ternyata telah menarik perhatian pihak asing untuk juga dapat menikmatinya 

secara ilegal melalui kegiatan illegal fishing (Muhamad, 2012:60). Menurut 

Divera Wicaksono sebagaimana dikutip Lambok Silalahi bahwa illegal 

fishing adalah memakai Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) palsu, tidak 

dilengkapi dengan SIPI, isi dokumen izin tidak sesuai dengan kapal dan 

jenis alat tangkapnya, menangkap ikan dengan jenis dan ukuran yang 

dilarang (Tunggal, 2013:25). 

Indonesia saat ini terus berusaha untuk mendorong pengarusutamaan 

jenis kejahatan lintas negara baru melalui berbagai forum internasional, 

jenis kejahatan antara lain meliputi Illegal, unreported, unregulated fishing 

(IUU Fishing), kejahatan perikanan, dan kejahatan terkait perikanan 

(Fisheries-related crime). Upaya Indonesia ini bertujuan untuk memasukan 

kejahatan tersebut agar diakui sebagai kejahatan transnasional terorganisir. 

Melihat kondisi perairan serta keanekaragaman hayatinya Indonesia menjadi 

salah satu negara yang menjadi target kejahatan di bidang perikanan, hal ini 

berdampak bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia. 

Banyaknya kejahatan perikanan yang dilakukan di wilayah perairan 

Indonesia tidak lepas dari lemahnya pengawasan aparat penegak hukum dan 

sistem hukum di Indonesia, dalam Undang-undang nomor 45 tahun 2009 

Pasal 85 dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan serangkaian 
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kegiatan kejahatan perikanan  meliputi memiliki,menguasai,membawa, 

dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dengan maksud menganggu dan 

merusak keberlajutan sumber daya ikan dikenakan pidana maksimal 5 

tahun, namun dalam undang-undang perikanan nomor 31 tahun 2004 jo 

undang-undang perikanan nomor 45 tahun 2009 pasal 29 ayat (2) 

menjabarkan bahwa orang dan badan hukum asing dapat melakukan usaha 

penangkapan ikan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), 

sepanjang hal tersebut menyangkut kewajiban negara Indonesia berdasarkan 

persetujuan Internasional dan hukum Internasional yang berlaku. 

Hal tersebut dikuatkan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa 

tentang hukum laut (UNCLOS) penjelasan pasal 62 ayat (2) : 

“Negara pantai harus menetapkan kemampuannya untuk 

memanfaatkan sumber kekayaan hayati zona ekonomi eksklusif. 

Dalam hal Negara pantai tidak memiliki kemampuan untuk 

memanfaatkan seluruh jumlah tangkapan yang dapat dibolehkan, 

maka Negara pantai tersebut melalui perjanjian atau pengaturan 

lainnya dan sesuai dengan ketentuan, persyaratan dan peraturan 

perundang-undangan tersebut pada ayat 4, memberikan kesempatan 

pada Negara lain untuk memanfaatkan jumlah tangkapan yang 

dapat diperbolehkan yang masih tersisa dengan memperhatikan 

secara khusus ketentuan pasal 69 dan 70, khususnya yang bertalian 

dengan Negara berkembang yang disebut di dalamnya”. 

Dari kedua sumber hukum diatas dapat dipahami bahwa nelayan  

asing bisa ikut memanfaatkan hasil laut kita namun untuk bisa 

memanfaatkan hasil laut kita terlebih dulu harus dilakukan perjanjian antara 

Indonesia dengan negara yang bersangkutan, seperti yang telah dijelaskan 

dalam konvensi perserikatan bangsa tentang hukum laut (UNCLOS) bahwa 

nelayan asing harus mematuhi aturan yang telah ditentukan didalamnya. 
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Kejahatan perikanan yang terjadi di wilayah Indonesia, termasuk yang 

berbatasan dengan negara tetangga, semakin kompleks dan menimbulkan 

kerugian yang tidak sedikit hal ini menjadi tantangan bagi Indonesia 

mengingat sesuai dengan UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. 

Kejahatan Transnasional Terorganisir di sektor perikanan berkembang 

karena keuntungannya yang sangat tinggi,memiliki resiko yang rendah dan 

Kesulitan Penegak hukum dalam mengawasi kegiatan ilegal di ruang 

maritim yang luas, hal ini di perparah dengan sulitnya mendapatkan 

keterangan saksi dan tingginya tingkat Korupsi yang dilakukan Oleh 

penegak hukum. Penanganan terhadap para nelayan dan pelaut ini oleh para 

operator penangkapan ikan menggarisbawahi perlunya komunitas 

internasional untuk bertindak melawan kejahatan perikanan untuk 

mengenali dan memperlakukan mereka sebagai kegiatan kriminal 

terorganisir lintas negara (Chapsos dan Hamilton, 2019 : 270).Namun 

demikian, kejahatan perikanan hingga kini masih dipandang sebagai 

permasalahan manajemen perikanan (tata kelola perikanan, kuota perikanan 

dan pendataan), yang saat ini secara umum diatur di bawah kerangka Food 

and Agriculture Organization (FAO) dan Regional Fisheries Management 

Organizations (RFMOs). 

Padahal dalam kenyataannya, kejahatan perikanan juga memiliki 

kaitan dengan kejahatan lintas negara lainnya dalam konteks UNTOC. 

Wilayah hukum perikanan Indonesia meliputi perairan nasional, mulai dari 

laut territorial, laut pedalaman, laut kepulauan sampai laut Zona Ekonomi 

Eksklusif Indonesia (ZEEI). Pada wilayah ZEEI, Indonesia memiliki hak-
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hak berdaulat yang antara lain berupa pengelolaan sumber daya ikan. 

Hukum nasional Indonesia menjangkau pengaturan di wilayah ini, 

Pemerintah Indonesia berhak mengatur pengelolaan sumber daya ikan, 

termasuk hal-hal yang bersifat administratif, misalnya tentang perizinan. 

Tetapi Indonesia hanya memiliki hak berdaulat di wilayah ZEEI, sehingga 

penerapan hukum nasional di wilayah ini juga perlu memperhatikan hukum 

Internasional yang berlaku (Siombo, 2010 : 24). 

Kejahatan transnasional merupakan isu global yang menjadi tantangan 

setiap negara, khususnya dengan peningkatan dari aspek kualitas dan 

kuantitas kejahatan. Semakin kompleksnya tantangan tersebut hanya dapat 

diatasi dengan peningkatan upaya diplomasi untuk membentuk kerja sama 

antar negara, terutama di bidang hukum. Pembentukan kerja sama hukum 

dengan negara-negara lain akan dapat meningkatkan jangkauan dari 

kemampuan hukum pidana internasional. Kerja sama hukum merupakan 

upaya yang paling efektif untuk memberantas kejahatan transnasional. 

Pentingnya pembentukan kerja sama hukum tersebut tercermin dalam 

instrument-instrumen hukum multilateral yang selalu mengamanatkan 

kepada setiap negara untuk menjalin kerjasama dengan negara lain dalam 

pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional, seperti United 

Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) dan 

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). 

Maraknya kegiatan perikanan illegal di wilayah perairan Indonesia 

yang dilakukan oleh warga negara asing, membuat pemerintah harus segera 

menangani permasalahan ini, salah satu upaya untuk melakukannya adalah 
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dengan membentuk atau meningkatkan upaya diplomasi dalam bidan 

kelautan dan perikanan antar negara, kejahatan perikanan ini tidak boleh 

dipandang remeh karena tergolong kedalam kejahatan transnasional 

terorganisir sehingga solusi terbaik adalah dengan melakukan peningkatan 

kerja sama antar Negara. Jika permasalahan ini tidak segera diselesaikan 

dengan baik, maka hal ini akan mengancam kelangsungan sumber daya 

perikanan kita dan kedaulatan Negara Indonesia (Yanti et al, 2013 : 40). 

Permasalahan lain muncul ketika Kejahatan perikanan yang terjadi di 

laut lepas ini mengharuskan aparat Penegak hukum untuk dengan cermat 

dalam menentukan penerapan hukum yang dapat menjerat pelaku, karena ini 

sudah menyangkut dengan warga negara asing yang melakukan kejahatan, 

dan pemerintah Indonesia juga harus patuh kepada peraturan hukum 

Internasional yang berlaku. Kedaulatan untuk mengatur tentang segala hal 

yang terjadi di wilayah teritorial merupakan kewenangan yang dimiliki oleh 

setiap negara. Kewenangan tersebut meliputi : menetapkan ketentuan 

Hukum dan menegakkan Hukum nasionalnya terhadap segala hal yang 

merugikan negara tersebut, kewenangan ini disebut yurisdiksi Nasional 

dalam Hukum Internasional. Berbagai peraturan perundang-undangan yang 

dimiliki oleh Indonesia terkait praktek kejahatan perikanan harus dipertegas 

lagi sanksi pidananya mengingat banyakya kapal asing yang tertangkap 

tangan di perairan Indonesia sedang mengambil hasil kekayaan laut kita, 

Mengingat Indonesia merupakan salah satu negara dengan wilayah perairan 

yang masih stabil hal ini harus didukung dengan penguatan hukum nasional 

dalam kaitan memberantas kejahatan perikana yang bukan hanya merugikan 



7 
 

 
 

Indonesia tapi juga masyarakat Internasional. Diperlukan kerja sama dari 

seluruh pihak dalam mengatasi kejahatan perikakanan ini. Mengingat pelaku 

kejahatan perikanan dalam menjalankan modus operandinya menggunakan 

kapal tanpa kebangsaan (stateless vessel), menggunakan bendera kapal 

palsu dan memalsukan dokumen kapal dan para ABK (anak buah kapal) 

yang menyulitkan aparat penegak hukum dalam hal memeriksa. 

Dalam konvensi Jenewa pada Tahun 1985 diatur tentang kedaulatan 

dan yurisdiksi negara di Laut, Pengaturan tersebut meliputi aturan di laut 

teritorial,zona tambahan dan zona perikanan dan konservasi sumber daya 

hayati di laut lepas, konvensi tersebut dianggap masih relevan untuk 

mengatur segala kegiatan manusia di laut (Kusumaatmadja dan 

Agoes,2015:170). Berdasarkan permasalahan diatas menunjukan bahwa 

Kejahatan Perikanan ini butuh penanganan dan kerjasama yang serius dari 

berbagai Negara untuk memberantas kejahatan perikanan ini secara 

bersama-sama, Sehingga diperlukan pengaturan yang komprehensif dan 

yurisdiksi yang tepat dalam hal memberantas Kejahatan Perikanan, hal ini 

menjadi prioritas karena untuk lebih memudahkan penegakan hukum bagi 

pelaku dan juga memudahkan aparat penegak hukum untuk saling 

berkoordinasi dalam mengatasi masalah ini. Dengan demikian Penulis 

mengambil judul penelitian yaitu “Kejahatan Perikanan di Wilayah 

Perairan Indonesia Dalam Perspektif Kejahatan Transnasional 

Terorganisir”. 



8 
 

 
 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas memberikan deskripsi 

permasalahan yang dapat diidentifikasikan sebagai berikut : 

1. Bahwa diperlukan pengaturan yang segera untuk Mengatasi 

permasalahan Kejahatan Perikanan ini sehingga diperlukan kerangka 

hukum Dalam Lingkup Nasional dan Internasional untuk segera 

memberantas Kejahatan Perikanan Transnasional Terorganisir ini. 

2. Bahwa diperlukan Yurisdiksi yang tepat dalam menentukan dan 

menindak pelaku Kejahatan Perikanan yang terjadi di wilayah perairan 

Indonesia. 

3. Bahwa Kejahatan Perikanan ini merupakan kejahatan serius yang 

mengancam perekonomian,Keamanan Negara, dan Sosial masyarakat 

yang seharusnya dapat menikmati hasil laut Indonesia. 

1.3. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan indentifikasi masalah di atas agar penelitian terfokus pada 

permasalahan yang diangkat maka penulis membatasi ruang lingkup 

penelitian , yang meliputi : 

1. Pengaturan kejahatan perikanan dalam kerangka hukum nasional dan 

internasional dalam menanggulangi dan memberantas kejahatan 

perikanan yang terjadi di wilayah perairan Indonesia. 

2. Penentuan yurisdiksi hukum dalam menentukan dan mengadili pelaku 

kejahatan perikanan yang terjadi di wilayah perairan Indonesia. 
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1.4. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaturan tentang kejahatan perikanan di wilayah 

perairan Indonesia dalam perspektif kejahatan transnasional 

terorganisir? 

2. Bagaimana penentuan yurisdiksi kejahatan perikanan berdasarkan 

United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 

(UNTOC) Tahun 2000 ? 

1.5. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian pada hakikatnya mengungkapkan apa yang hendak 

dicapai oleh peneliti (Soekanto,1986: 18).  Tujuan penulisan ini 

dimaksudkan untuk memberikan pemahaman  mengenai yurisdiksi dan 

menganalisis pengaturan yang dipakai ketika mengadili Pelaku kejahatan 

perikanan di wilayah perairan Indonesia dan Mencoba menjabarkan upaya 

apa saja yang dapat ditempuh untuk menanggulangi kejahatan perikanan 

ini. Apabila dikaitkan dengan pokok permasalahan yang telah disebutkan 

diatas, perumusan dan pembahasan akan mengarah pada dua tujuan khusus 

ini : 

1. Menjelaskan pengaturan tentang kejahatan perikanan dalam hukum 

nasional dan hukum internasional yang dapat digunakan dalam rangka 

untuk menangggulangi dan memberantas kejahatan perikanan yang 

tejadi di wilayah perairan Indonesia. 

2. Menjelaskan prosedur penentuan yurisdiksi yang berdasarkan 

Konvensi “United Nations Convention Against Transnational 

Organized Crime” dalam rangka untuk Menanggulangi dan 
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memberantas Kejahatan Perikanan yang terjadi di wilayah perairan 

Indonesia. 

1.6. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini secara umum diharapkan dapat memberikan 

Pengembangan ilmu hukum, Khususnya dalam Hukum laut dan Perikanan. 

Secara Khusus, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan Penjelasan 

terhadap : 

1. Kebijakan pemerintah terhadap pengaturan hukum dalam rangka 

menanggulangi dan memberantas tindak pidana kejahatan perikanan 

transnasional terorganisir  khususnya yang terjadi di wilayah perairan 

Indonesia. 

2. Penerapan yurisdiksi oleh pemerintah Indonesia dalam hal 

menanggulangi dan mengadilin tindak pidana kejahatan perikanan 

yang terjadi di wilayah perairan Indonesia. 

3. Bagi kementerian kelautan dan perikanan dapat menambah informasi 

dan bahan rujukan bagi kementerian kelautan dan perikanan dan 

lembaga terkait dalam menangani permasalahan kejahatan perikanan 

yang dilakukan secara terorganisir yang terjadi di wilayah perairan 

Indonesia. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperkaya ilmu 

pengetahuan khususnya dalam bidang hukum laut dan hukum pidana 

internasional.
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan penelusuran dan pengkajian yang dilakukan oleh 

penulis, belum ada karya ilmiah (skripsi) yang membahas tentang 

Kejahatan Perikanan yang terjadi di wilayah perairan Indonesia dalam 

Perspektif kejahatan transnasional terorganisir. Berikut beberapa hasil 

penelusuran karya ilmiah yang berkaitan dengan tema penelitian ini, 

yaitu : 

Pertama, Skripsi Karya Nimas Kesumo Zuhdiyah, Mahasiswa 

Universitas Negeri Semarang yang diselesaikan pada tahun 2016 

dengan judul “Tanggungjawab Hukum Korporasi Dalam Illegal, 

Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing) di Laut Teritorial 

Indonesia” Skripsi tersebut membahas tentang mekanisme penerapan 

hukum yang di jatuhkan kepada korporasi yang terbukti melakukan 

kegiatan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing) 

di wilayah yurisdiksi Indonesia dan membahas tentang sinkronasi 

antara instrumen hukum Internasional dan dengan perundang-

undangan Indonesia terkait penegakannya. Metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif 

dengan pendekatan penelitian kasual deskriptif analitis yang penyajian 

datanya dalam bentuk deskripsi atau uraian kalimat. 
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Hasil penelitian dalam skripsi ini menunjukan bahwa regulasi yang 

terkait dengan mekanisme penerapan hukum terhadap korporasi 

sebagai pelaku IUU Fishing di laut territorial Indonesia telah 

memberikan aturan yang tegas, seperti yang terdapat dalam Pasal 101 

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang-

undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menyebutkan bahwa 

penuntutan dan sanksi dijatuhkan kepada pengurusnya dan pidana 

dendanya ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan. 

Terkait dengan sinkronasi antara instrumen hukum internasional 

dengan perundang-undangan Indonesia terlihat sudah ada keterkaitan 

yang mengatur mengenai IUU Fishing namun belum ada pengawasan 

dan sanksi khusus terhadap negara-negara anggota atau peserta terkait 

dengan berlakunya resolusi-resolusi tersebut (Zuhdiyah, 2016 : 109). 

Simpulan dalam skripsi ini menjelaskan bahwa perlu adanya aturan 

yang lebih tegas lagi mengenai pertanggungjawaban korporasi yang 

melakukan tindak pidana IUU Fishing dan perlunya sinkronisasi antara 

peraturan perundang-undangan dengan instrument hukum internasional 

untuk mengatur pencegahan IUU Fishing. 

Dari skripsi yang dilakukan oleh Nimas Kesumo Zuhdiyah, 

terdapat perbedaan dengan apa yang sedang di teliti oleh penulis yakni, 

dalam skripsi yang dilakukan oleh Nimas hanya membahas mengenai 

pertanggungjawaban korporasi dalam melakukan tindakan IUU 

Fishing dan sinkronasi perundang-undangan dengan instrument hukum 

internasional dalam upaya pencegaha IUU Fishing, sementara penulis 



13 
 

 
 

dalam skripsi ini membahas tentang pengaturan Kejahatan perikanan 

dari segi kejahatan transnasional yang terorganisir dan membahas 

mengenai yurisdiksi penindakan pelaku kejahatan perikanan 

berdasarkan United Nations Convention Against Transnational 

Organized Crime (UNTOC) yang nantinya diharapkan dapat tercapai 

kepentingan nasional berupa pengamanan hasil kekayaan laut 

Indonesia. 

Kedua, Skripsi Karya Belardo Prasetya Mega Jaya, Mahasiswa 

Universitas Lampung yang diselesaikan pada tahun 2016 dengan judul 

“Tindakan penegakan Hukum Terhadap Kapal Asing yang melakukan 

Illegal Fishing di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia” di dalam 

skripsi tersebut membahas tentang penegakan hukum terhadap kapal 

asing yang melakukan illegal fishing di wilayah pengelolaan perikanan 

Indonesia apakah sudah sesuai dengan hukum Internasional dan 

Hukum nasional, dan juga dalam skripsi ini juga menjelaskan tentang 

prosedur penegakan hukum terhadap kapal asing yang melakukan 

illegal fishing di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia. Penelitian 

dalam skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif, hasil dari 

penelitian ini menunjukan bahwa Indonesia menegakan hukumnya 

dengan membakar dan/atau menenggelamkan setiap kapal asing yang 

melakukan illegal fishing di wilayah perairan Indonesia dan awak 

kapalnya dapat ditahan dan dikenakan sanksi pidana. Hal tesebut 

sesuai dengan Pasal 2 UNCLOS yang menyatakan bahwa, laut 

territorial, perairan pedalaman, dan perairan kepulauan yang 
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selanjutnya disebut perairan Indonesia merupakan wilayah kedaulatan 

Republik Indonesia, oleh karena itu Indonesia berwenang menetapkan 

hukum nasionalnya demi menjaga kedaulatannya (Pasal 2 United 

Nations Convention on the Law of the Sea) . Sedangkan di ZEEI, 

Indonesia hanya memberikan sanksi berupa denda administrasi dan 

meminta uang jaminan yang layak kepada kapal asing tersebut untuk 

kemudian kapal dan awak kapal harus segera dilepaskan 

(Megajaya,2016: 98-99). 

Menyikapi Penelitian yang dilakukan oleh Belardo Prasetya Mega 

Jaya penulis mengamsusikan bahwa apa yang di terapkan oleh 

pemerintah Indonesia dalam menangani Illegal Fishing yang dilakukan 

oleh Kapal Asing dengan cara melakukan pembakaran dan 

penenggelaman Kapal merupakan Solusi Kebijakan yang diterapkan 

pemerintah dalam mengatasi maraknya Illegal Fishing yang terjadi di 

wilayah perikanan Indonesia dan merupakan kebijakan untuk 

melengkapi Hukum Nasional. 

Dari Penelitian Belardo Prasetya Mega Jaya maka terdapat 

beberapa perbedaan dengan Penelitian Ini yakni fokus pada pengaturan 

dan penentuan yurisdiksi hukum yang berkaitan dengan Kejahatan 

perikanan, dalam skripsi belardo hanya membahas tentang illegal 

fishing dengan optimalisasi hukum Internasional yaitu UNCLOS dan 

penegakan hukumnya terhadap kapal asing yang melakukan tindakan 

ilegal tersebut. Sedangkan dalam penelitian ini Fokus penelitiannya 

membahas secara lebih luas yakni dari segi kejahatan perikanan dalam 
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Perspekti Kejahatan Transnasional Terorganisir yang mengambil 

pengaturan dari hukum nasional dan internasional yang nantinya 

diharapkan dapat tercapai kepentingan nasional berupa pengamanan 

hasil kekayaan laut Indonesia. 

Ketiga, Skripsi Karya Mitha Dwi Utari Mahasiswi Universitas 

Lampung yang diselesaikan pada tahun 2018, dengan judul “Kebijakan 

Luar Negeri Indonesia dalam mengatasi Illegal Fishing di wilayah 

perariran Indonesia, 2005-2014” di dalam skripsi tersebut membahas 

tentang Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam mengatasi illegal 

fishing. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif 

Kualitatif dan kerangka analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu teori kebijakan luar negeri,konsep kepentingan nasional,konsep 

illegal fishing, dan konsep extra ordinary crime. Hasil penelitian ini 

menunjukan kebijakan luar negeri Indonesia dalam mengatasi illegal 

fishing oleh kapal-kapal asing di wilayah perariran Indonesia 

dijalankan atas dasar kepemimpinan Presiden dengan memfungsikan 

posisinya sebagai pembuat kebijakan lewat perannya sebagai kepala 

negara dan sekaligus kepala pemerintahan. kebijakan selanjutnya 

dijalankan melalui nation state level, dengan menggerakan berbagai 

institusi/kementrian yang ada, di antaranya adalah angkatan bersenjata 

khususnya (TNI-AL),Polri, dan institusi lainnya. Kebijakan yang 

terakhir adalah dalam konteks systematic level, para stakeholder 

Indonesia berupaya menangani illegal fishing melalui 

forum/konsorsium internasional (Mitha,2018 : 112-113). 
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Dari Penelitian Mitha Dwi Utari maka terdapat beberapa perbedaan 

dengan Penelitian Ini, pada penelitian yang dilakukan oleh Mitha Dwi 

Utari membahas mengenai kasus illegal fishing yang terjadi di 

Indonesia dan berbagai kebijakan luar negeri Indonesia dalam 

mengatasi illegal fishing di wilayah perairan Indonesia dalam periode 

2005-2014 dalam penelitain ini mengedepankan Implementasi 

kerjasama Internasional  dan kebijakan nasional secara komprehensif 

dengan melibatkan berbagai Institusi di Indonesia yang nantinya dapat 

mencapai kepentingan nasional. Sedangkan dalam penelitian ini Fokus 

penelitiannya membahas secara lebih luas yakni dari segi kejahatan 

perikanan dalam Perspekti Kejahatan Transnasional Terorganisir yang 

mengambil pengaturan dari hukum nasional dan internasional yang 

nantinya diharapkan dapat tercapai kepentingan nasional berupa 

pengamanan hasil kekayaan laut Indonesia. 

2.2. Landasan Teori 

2.2.1. Teori Tempat Terjadinya Tindak Pidana (Locus Delicti) 

Ketentuan ketentuan tentang tempat terjadinya tindak pidana 

diperlukan untuk menetapkan apakah Undang-Undang Pidana 

Indonesia dapat diberlakukan dan juga Pengadilan mana yang 

berkompeten untuk mengadili orang yang melakukan tindak pidana 

tersebut. Untuk menuntut seseorang di Pengadilan terkait suatu tindak 

pidana, maka harus memperhatikan terkait waktu dan tempat dan 

terjadinya tindak pidana tersebut. (Sudarto,2009 : 60). Untuk 

menetapkan locus delicti ada 3 (tiga) teori, yaitu : 
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1. Teori Perbuatan Materiil (perbuatan jasmaniah) 

Dalam teori ini yang dianggap sebagai tempat terjadinya 

tindak pidana adalah tempat dimana perbuatan tersebut 

dilakukan. 

2. Teori Instrumen (alat) 

Dalam teori ini tempat terjadinya tindak pidana adalah tempat 

dimana alat ini bekerja dan menimbulkan akibat tindak pidana 

3. Teori Akibat 

Dalam teori ini yang dianggap sebagai tempat terjadinya tindak 

pidana adalah dimanaakibat daripada tindak pidana tersebut 

terjadi (Sudarto,2009 : 62) 

1.1. Landasan Konseptual 

1.1.1. Kejahatan Perikanan 

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kepentingan besar 

dalam melindungi wilayahnya dan menegakkan kedaulatan termasuk 

kejahatan perikanan. Ini sejalan dengan visi Pemerintah untuk 

menjadikan Indonesia Poros Maritim Dunia dengan memajukan kerja 

sama maritim melalui diplomasi dan pengembangan pasukan 

pertahanan maritim untuk mengamankan sumber daya alam laut dan 

zona ekonomi eksklusif. Kerjasama pencegahan kejahatan perikanan 

akan mendukung strategi Pemerintah Indonesia dalam rangka 

memperkuat identitasnya sebagai negara maritim, yaitu 

mengintensifkan penegakan hukum dan mengendalikan kejahatan 

perikanan dan kegiatan lain yang merusak laut 
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(https://kemlu.go.id/portal/en/read/89/halaman_list_lainnya/transnatio

nal-crime. Di akses 25 November 2019).  

Dalam artikel yang diterbitkan oleh United Nations Office 

on Drugs and Crime (UNODC) menjelaskan bahwa kejahatan 

perikanan adalah : 

“Fisheries crime is an ill-defined legal concept referring to a 

range of illegal activities in the fisheries sector. These activities 

frequently transnational and organized in nature. Include 

illegal fishing, document fraud, drug trafficking, and money 

laundering. Criminal activities in the fisheries sector are often 

regarded as synonymous with illegal fishing, which many 

States do not view or prosecute as criminal offences, but rather 

as a fisheries management concern, attracting low and usually 

administrative penalties. Organized criminal organizations 

thus engage in fisheries crime with relative impunity due both 

to low risk and high profits and uncoordinated, ineffective 

domestic and cross-border law enforcement efforts”. 

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa Kejahatan 

perikanan adalah konsep hukum yang belum memiliki 

deskripsi atau definisi hukum yang pasti dan jelas, yang 

merujuk pada serangkaian kegiatan ilegal di sektor perikanan. 

Kegiatan tersebut bersifat transnasional dan terorganisir 

mencakup penangkapan ikan secara ilegal, penipuan dokumen, 

perdagangan narkoba, dan pencucian uang. Kegiatan kriminal 

di sektor perikanan sering dianggap sebagai sinonim dengan 

penangkapan ikan ilegal, yang banyak negara tidak 

memandang atau menuntut sebagai pelanggaran pidana, tetapi 

hanya memandang sebagai permasalahan administratif. Dengan 

demikian kejahatan transnasional terorganisir terlibat dalam 

kejahatan perikanan dengan impunitas yang relatif baik karena 

https://kemlu.go.id/portal/en/read/89/halaman_list_lainnya/transnational-crime
https://kemlu.go.id/portal/en/read/89/halaman_list_lainnya/transnational-crime
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resiko yang rendah dengan keuntungan yang tinggi karena 

upaya penegakan hukum antara kepentingan nasional dan lintas 

batas negara yang tidak terkoordinasi dengan baik. 

Kejahatan perikanan dilakukan dengan cara 

menggabungkan berbagai kegiatan kriminal terorganisir 

termasuk kejahatan terhadap satwa liar, korupsi dan pencucian 

uang. Kelompok-kelompok transnasional, yang terkait dengan 

ini dan kegiatan kriminal lainnya menimbulkan masalah yang 

rumit terhadap penegakan hukumnya, yakni ketika aparat 

penegak hukum mencoba melacak dan mengidentifikasi 

kejahatan mereka, mereka bersembunyi melalui jaringan 

Finansial yang sulit dilacak, berlindung dengan undang-undang 

privasi dan struktur perusahaan yang ada di lebih dari satu 

yurisdiksi hukum membuat kejahatan ini semakin sulit dilacak. 

selain itu, kondisi yang ekstrem terkait penangkapan yang 

dilakukan secara berlebihan membuat hasil tangkapan yang 

berada di laut menjadi sedikit dan menjadikan ikan lebih 

bernilai di pasaran. hal ini membuat sindikat kejahatan 

transnasional terorganisir menjadi tertarik untuk beralih ke 

sektor perikanan. (https://www.unodc.org/documents/about-

unodc/Campaigns/Fisheries/focus_sheet_PRINT.pdf akses 25 

November 2019). 

https://www.unodc.org/documents/about-unodc/Campaigns/Fisheries/focus_sheet_PRINT.pdf
https://www.unodc.org/documents/about-unodc/Campaigns/Fisheries/focus_sheet_PRINT.pdf
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1.1.2. Wilayah Perairan Indonesia 

Wilayah Perairan Indonesia adalah wilayah Perairan yang 

meliputi : perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut 

teritorial. 

Menurut Pasal 3 undang-undang nomor 6 tahun 1996 

tentang perairan Indonesia dijelaskan bahwa wilayah perairan 

Indonesia adalah : 

1. Wilayah Perairan Indonesia meliputi laut teritorial 

Indonesia, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman. 

2. Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua 

belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. 

3. Perairan Kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang 

terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa 

memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai. 

4. Perairan Pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang 

terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-

pantai Indonesia, termasuk ke dalamnya semua bagian dari 

perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis 

penutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. 

Batas wilayah yurisdiksi Negara Republik Indonesia adalah 

garis batas yang merupakan pemisah hak berdaulat dan 

kewenangan tertentu yang dimiliki oleh negara yang didasarkan 

atas ketentuan perauran perundang-undangan dan hukum 

internasional (pasal 1 ayat (5) undang-undang nomor 43 tahun 

2008 tentang wilayah negara). Berdasarkan ketentuan pasal 8 

undang-undang nomor 43 tahun 2008 tentang wilayah negara, 

batas wilayah yurisdiksi negara Indonesia adalah : 

1. Wilayah Yurisdiksi Indonesia berbatas dengan wilayah 

yurisdiksi Australia, Filipina, India, Malaysia, Papua 

Nugini, Palau, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam. 
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2. Batas Wilayah Yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) termasuk titik-titik koordinatnya ditetapkan 

berdasarkan perjanjian bilateral dan/atau trilateral. 

3. Dalam hal Wilayah Yurisdiksi tidak berbatasan dengan 

negara lain, Indonesia menetapkan Batas Wilayah 

Yurisdiksinya secara unilateral berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan hukum 

internasional. 

Dalam pasal 4 undang-undang nomor 6 tahun 1996 tentang 

perairan Indonesia juga juga menjelaskan bahwa : 

“Kedaulatan Negara Republik Indonesia meliputi laut teritorial, 

perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta ruang udara 

di atas laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan 

pedalaman serta dasar laut dan tanah dibawahnya termasuk 

sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”. 

Berdasarkan Pasal 2 undang-undang nomor 6 tahun 1996 

tentang perairan Indonesia, Menjelaskan bahwa :  

1. Negara Republik Indonesia adalah negara kepulauan,  

2. Segala perairan di seitar, di antara dan yang 

menghubungkan pulau-pulau yang termasuk daratan 

Negara Republik Indonesia, dengan tidak 

memperhitungkan luas atau lebarnya merupakan bagian 

intergral dari wilayah daratan Negara Republik 

Indonesia sehingga merupakan bagian dari perairan 

Indonesia yang berada di bawah kedaulatan Negara 

Republik Indonesia.  

Pengaturan tentang batas luar laut teritorial di atur dalam 

pasal 5 undang-undang nomor 5 tahun 1996 tentang perairan 

Indonesia, dijelaskan bahwa : 

1. Garis pangkal kepulauan Indonesia ditarik dengan 

menggunakan garis pangkal lurus kepulauan. 

2. Dalam hal garis pangkal lurus kepulauan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat digunakan, maka 

digunakan garis pangkal biasa atau garis pangkal lurus. 

3. Garis pangkal lurus kepulauan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) adalah garis-garis lurus yang 

menghubungkan titik-titik terluar pada garis air rendah 
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pulau-pulau dan karang-karang kering terluar dari 

kepulauan Indonesia. 

4. Panjang garis pangkal lurus sebagaimana disebut dalam 

ayat (3) tidak boleh melebihi 100 (seratus) mil laut, 

kecuali bahwa 3% (tiga per seratus) dan jumlah 

keseluruhan garis-garis pangkal yang mengelilingi 

kepulauan Indonesia dapat melebihi kepanjangan 

tersebut, hingga suatu kepanjangan maksimum 125 

(seratus dua puluh lima) mil laut. 

5. Garis pangkal lurus kepulauan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (3) tidak boleh ditarik dari dan ke elavasi 

surut, kecuali apabila diatasnya telah dibangun 

mercusuar atau instalasi serupa yang secara permanen 

berada di atas permukaan laut atau apabila elevasi surut 

tersebut terletak seluruhnya atau sebagian pada suatu 

jarak yang tidak melebihi lebar laut teritorial dari pulau 

yang terdekat. 

6. Garis pangkal biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(2) adalah garis air rendah sepanjang pantai. 

7. Garis pangkal lurus sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(2) adalah garis lurus yang menghubungkan titik-titik 

terluar pada garis pantai yang menjorok jauh dan 

menikung ke daratan atau deretan pulau yang terdapat 

di dekat sepanjang pantai. 

Pemerintah Indonesia juga mengatur  mengenai wilayah 

pengelolaan perikanan yang ada di wilayah Indonesia, 

pengaturan ini meliputi wilayah mana yang dapat digunakan 

untuk penangkapan,pemeliharann dan pembudidayaan ikan di 

Wilayah Perairan Indonesia (Supramano,2011 : 15). Berikut 

merupakan Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia 

untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi 

(Pasal 5 undang-undang no.31 tahun 2004) : 

a. perairan Indonesia; laut teritorial Indonesia beserta 

perairan kepulauan dan perairan pedalamannya. 

b. ZEEI; adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut 

teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan 
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undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia 

yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di 

atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut 

yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia. 

c. sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya 

yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan 

yang potensial di wilayah Republik Indonesia. 

1.1.3. Kejahatan Transnasional Terorganisir 

Kejahatan lintas negara atau kejahatan transnasional 

terorganisir sekarang ini dipandang sebagai kejahatan serius 

yang mengancam keamanan global. Konsep yang digunakan 

dalam lingkup multilateral adalah Transnational Organized 

Crime (TOC) yang telah disesuaikan dengan instrumen hukum 

internasional yaitu konvensi PBB mengenai kejahatan lintas 

negara terorganisir (United Nations Convention on 

Transnational Organized crime) yang telah disepakati bersama 

pada tahun 2000.  Kejahatan lintas negara memiliki 

karakteristik yang sangat kompleks oleh karena itu penting bagi 

setiap negara untuk meningkatkan kerjasama internasional 

dalam hal menanggulangi meningkatnya ancaman kejahatan 

lintas negara atau kejahatan transnasional terorganisir tersebut. 

Indonesia juga telah meratifikasi konvensi ini kedalam undang-

undang nomor 5 tahun 2009 tentang pengesahan United 

Nations Convention Against Transnational Organized Crime, 
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dalam konvensi ini menyebutkan sejumlah kejahatan yang 

termasuk dalam tindak pidana transnasional yang terorganisasi 

yaitu : 

1. Pencucian uang. 

2. Korupsi. 

3. Perdagangan gelap tanaman dan satwa liar yang di 

lindungi. 

4. Kejahatan terhadap benda seni budaya (cultural 

property). 

5. Perdagangan manusia khususnya wanita dan anak-anak. 

6. Penyelundupan migran dan serta produksi dan 

perdagangan gelap senjata api. 

Menurut syaltout (2012 : 14) adapun potensi yang dapat 

ditimbulkan dari kejahatan transnasional terorganisir adalah : 

1. Marakya kejahatan yang dapat membahayakan 

kedaulatan negara.  

2. Membahayakan mekanisme pasar Nasional karena 

menyebabkan kelangkaan pasar yang diakibatkan oleh 

terganggunya Keamanan Nasional. 

3. Gangguan terhadap ekosistem alam akibat eksploitasi 

yang berlebihan terhadap alam; 

4. menginterupsi kebijakan luar negeri dan sistem 

internasional; 
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5. Memberikan dampak social dan ekonomi kepada 

masyarakat akibat timbulnya kejahatan transnasional 

tersebut. 

Perkembangan kejahatan lintas negara sekarang ini 

menunjukan bahwa batas teritorial antara satu negara lain baik 

yang masih satu kawasan atau tidak, kini mulai menghilang. 

Dalam perkembangannya kejahatan transnasional terorganisir 

ini tidak lagi dipandang sebagai  yurisdiksi kriminal suatu 

negara namun sekarang sudah masuk yurisdiksi kriminal lebih 

dari satu atau dua negara sehingga menimbulkan konflik baru. 

Konflik baru terkait yurisdiksi kriminal ini sangat menganggu 

hubungan internasional antarnegara yang berkepentingan di 

kasus yang melibatkan atau bersifat lintas batas teritorial. 

Menurut Syaltout (2012 : 17) Asumsi tentang kejahatan 

transnasional ini pada dasarnya adalah : 

1. Kejahatan transnasional merupakan fenomena baru. 

2. Sebagian besar kejahatan transnasional terorganisir ini 

berhubungan dengan organisasi kriminal skala besar. 

3. Secara teratur dan terstruktur bekerja sama dengan 

organisasi kriminal di negara lain. 

4. Penyebab terjadinya kejahatan transnasional ini adalah 

karena proses globalisasi.  

Sekarang ini kejahatan transnasional telah berskala global 

dengan target yang tentunya lebih luas lagi dan dengan modus 
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operandi yang baru, contoh seperti kejahatan perikanan, IUU 

Fishing, perdagangan manusia, penyelundupan rokok. 

Dalam suatu penelitian yang dilakukan oleh Passas yang 

dimuat dalam security Journal, menjelaskan bahwa definisi 

kejahatan transnasional adalah : 

“cross border crime is conduct, which jeopardizes the legally 

protected interests in more than one national jurisdiction and 

which is criminalized in at least one of the states/jurisdictions 

concerned.” (passas, 2003 : 13). 

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa Kejahatan 

transnasional adalah tindakan,yang membahayakan 

kepentingan yang di lindungi secara hukum di lebih dari satu 

yurisdiksi nasional negara tersebut dan yang di kriminalisasi di 

setidaknya salah satu negara  atau yurisdiksi terkait. 

Kelompok penjahat terorganisir adalah kelompok 

terstruktur yang terdiri dari tiga orang atau lebih, yang ada 

untuk jangka waktu tertentu dan bertindak bersama dengan 

tujuan melakukan satu atau lebih kejahatan serius atau 

pelanggaran yang dilakukan sesuai dengan konvensi ini, untuk 

memperoleh, secara langsung atau secara tidak langsung, 

keuntungan finansial atau material lainnya (Artikel No. 2 Poin 

a United Nations Conventions Against Transnational 

Organized Crime) 

Peng Wang dan Jingyi Wang dalam penelitian yang 

dilakukan di jurnal Asian Social Science yang berjudul 

“transnational crime : Its Containment through International 
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Cooperation” memberikan pengertian tentang kejahatan 

transnasional sebagai berikut : 

“transnational crime may be defined as the behavior of 

ongoing organizations that involves two or more nations, with 

such behavior being defined as criminal by at least one of these 

nations” (Peng Wang dan Jingyi Wang, 2009 : 26). 

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa : 

kejahatan transnasional terorganisasi adalah perbuatan 

kelompok yang melibatkan dua negara atau lebih yang 

perbuatan tersebut merupakan tindak pidana, setidak-tidaknya 

menurut salah satu negara.  

Definisi lain mengenai kejahatan transnasional atau 

kejahatan lintas batas negara yang disampaikan oleh Frontex : 

The European Border and Coast Guard Agency menjelaskan 

bahwa  :  

“Cross-border crime is understood as ‘any serious crime with a 

cross-border dimension committed at or along, or which is 

related to, the external borders’. Frontex is expected to address 

not only migrant smuggling or trafficking in human beings but 

also serious crime that adversely affects the security of the 

external EU borders. This may include for instance smuggling 

of stolen vehicles, drugs, firearms, tobacco products, mineral 

oils and alcohol (excise goods) or trafficking of hazardous 

materials. It could also concern the environmental crime such 

as waste or wildlife trafficking”. 

Penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa, kejahatan 

transnasional/ kejahatan lintas batas negara adalah kejahatan 

yang serius dengan dimensi lintas batas negara yang dilakukan, 

di sepanjang dan berkaitan dengan daerah perbatasan luar negara 

tersebut. Dijelaskan bahwa jenis Kejahatan transnasional/lintas 
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batas negara ini meliputi : penyelundupan migran,perdagangan 

manusia, penyelundupan kendaraan curian, obat-obatan, senjata 

api, produk tembakau, mineral oil, alcohol, atau pedagangan 

bahan berbahaya. Kejahatan ini juga bisa menyangkut terkait 

kejahatan lingkungan seperti limbah dan perdagangan satwa liar 

(https://frontex.europa.eu/intelligence/cross-border-crime/. 

(akses 23 Januari 2020).  

Definisi terkait kejahatan transnasional juga disampaikan 

oleh Muller sebagaimana dikutip oleh Boister dalam jurnal 

penelitiannya yang berjudul “Transnational Criminal Law” 

yang dipublikasikan dalam European Journal of International 

Law, menjelaskan bahwa : 

“transnational crime is a criminological rather than a juridical. 

the term coined by the UN Crime Prevention and Criminal 

Justice Branch, in order to identify certain criminal phenomena 

transcending international borders, transgressing the laws of 

several states or having an impact on another country” 

(Boister,2003 : 954). 

Dari definisi yang disampaikan oleh muller tersebut dapat 

dipahami bahwa kejahatan transnasional lebih bersifat 

kriminologis daripada yuridis, istilah tersebut awalnya 

disampaikan oleh  UN Crime Prevention and Criminal Justice 

Branch hal ini untuk mengidentifikasi fenomena criminal 

tertentu yang melampaui batas internasional, melanggar hukum 

beberapa negara atau kejahatannya berdampak bagi negara lain. 

https://frontex.europa.eu/intelligence/cross-border-crime/
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Tindak pidana transnasional terorganisir merupakan 

bentuk kejahatan baru yang memberikan dampak bagi 

kehidupan social,ekonomi,politik dan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi tindak pidana transnasional 

terorganisir telah berkembang menjadi tindak pidana yang serius 

dan terorganisir dengan memperhatikan ruang 

lingkup,karakter,modus operandi dan pelakunya. (Penjelasan 

Umum atas Undang-undang No.5 Tahun 2009 Tentang 

Pengesahan United Nations Convention Against Transnational 

Organized Crime). 

Diperlukan kerjasama yang baik dalam menangani 

permasalahan kejahatan transnasional terorganisir ini, Karena 

kejahatan ini berdimensi lintas batas negara dan memiliki 

jaringan criminal yang luas, diperlukan komitmen yang kuat 

antara negara pihak dalam memberantas kejahatan ini, 

permasalahan yang sering dihadapi dalam kejahatan 

transnasional terorganisir adalah kesulitan untuk menemukan 

otak dari pelaku kejahatan tersebut. Komitmen yang harus 

segera diwujudkan adalah dengan permudahan pertukaran 

informasi terhadap pelaku kejahatan ini dan Pengaturan 

hukuman yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku 

kejahatan transnasional terorganisir ini sehingga dapat tercipta 

kedamaian bagi seluruh negara pihak 
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2.3.  Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Nations Convention Against Transnational Oranized Crime 

Pengaturan Kejahatan 

Perikanan 

Penentuan Yurisdiksi 

Kejahatan Perikanan 

Perlindungan kekayan laut Indonesia 

dari pelaku kejahatan perikanan 

terorganisir di wilayah perairan 

Indonesia 

Dasar Hukum : 

1. United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) Tahun 

1982. 

2. United Nation Convention Against Transnational Organized Crime 

(UNTOC) Tahun 2000. 

3. Undang-undang Republik Indonesia No.6 Tahun 1996 Tentang 

Perairan Indonesia. 

4. Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 1985 Tentang 

Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea. 

5. Undang-undang No.5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan United 

Nations Convention Against Transnational Organized Crime. 

6. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan 

7. . 

 

   Analisis : 

 

1. Transnational Organized Crime (Kejahatan Transnasional 

Terorganisir) 

2. Kejahatan Perikanan 

3. Identifikasi Kejahatan Transnational Organized Crime 

(Kejahatan Transnasional Terorganisir) 

4. Identifikasi Kejahatan Perikanan Sebagai Transnational 

Organized Crime (Kejahatan Transnasional Terorganisir) 
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BAB V  

PENUTUP 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan pada pembahasan di atas, 

dapat ditarik simpulan dari permasalahan yang diangkat terkait dengan 

Pengaturan Kejahatan Perikanan di wilayah Perairan Indonesia berdasarkan 

Perspektif Kejahatan Transnasional Terorganisir dan Penentuan Yurisdiksi 

Kejahatan berdasarkan United Nations Against Transnational Organized 

Crime (UNTOC) Tahun 2000 yang telah diratifikasi melalui Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2009, adalah sebagai berikut : 

1. Pengaturan Kejahatan Perikanan di Wilayah Perairan Indonesia 

dalam perspektif kejahatan transnasional terorganisir baik secara 

materiil dan pidana formil telah diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 

Tentang Perikanan, Indonesia telah meratifikasi Konvensi UNTOC 

melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 yang dapat 

digunakan sebagai pedoman dalam memerangi kejahatan 

transnasional terorganisir. Kejahatan Perikanan ini memenuhi 

unsur untuk disebut sebagai kejahatan transnasional terorganisir 

namun dalam pengaturannya Undang-Undang Perikanan saat ini 

belum bisa mengakomodir seluruh jenis Kejahatan Perikanan. 

2. Dalam hal penentuan Yurisdiksi Kejahatan Perikanan yang terjadi 

di Wilayah Perairan Indonesia Pemerintah Indonesia telah 

meratifikasi Konvensi UNTOC melalui Undang-Undang Nomor 5 



113 
 

 
 

Tahun 2009 yang menjadi pedoman untuk memerangi kejahatan 

transnasional terorganisir dan Konvensi UNCLOS melalui Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 1985, Penerapan Yurisdiksi ini menjadi 

penting ketika ada suatu kasus yang berhubungan dengan Negara 

lain, penentuan ini berfungsi untuk menentukan Pengadilan mana 

yang berhak mengadili terkait kasus tersebut dan menentukan 

apakah hukum pidana Indonesia berlaku terhadap perbuatan pidana 

tersebut. 

5.2. Saran 

1. Pembaharuan terhadap Undang-Undang Perikanan Indonesia dirasa 

perlu karena Undang-Undang yang saat ini berlaku dinilai belum 

mencakup semua modus kejahatan perikanan baru yang terjadi di 

wilayah Perairan Indonesia, Indonesia telah meratifikasi Konvensi 

UNTOC yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

2009 yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk menyusun 

peraturan perundang-undangan terkait Kejahatan Transnasional 

Terorganisir yang dapat mencakup seluruh jenis Kejahatan 

Perikanan. 

2. Tidak semua Negara mau menerapkan yurisdiksinya kepada pelaku 

kejahatan perikanan dengan alasan kejahatan tersebut belum diatur 

dalam peraturan perundang-undangan mereka, oleh karena itu 

solusi yang diperlukan adalah dengan bersepakat terkait penegakan 

hukumnya kepada negara pihak lainnya dengan cara membentuk 

badan penyelidikan bersama (Joint Investigation) 
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